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ABSTRAK

Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg menyebutian, bahwa
untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian
kuasa secara khusus tertulis. Walaupun di dalam KUH Perdata tidak
mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat
disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus harusiah
memuat,Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa,Apa yang menjadi
objek sengkela perdata, Pertelaan isi kuasa yang dibenkan, Hak
substitusi

A. LATAR BELAKANG

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk |
memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana
seperti dalam keadaan semula.

Acara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapat pula secara tidak
langsung. Beracara secara langsung artinya hakim secars langsung berhadapan dengan -
pihak-pihak Itu sendiri, langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu, disini tidak
diwakill oleh seseorang kuasa atau pengacara. Beracara tidak langsung artinya hakim tidak
secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berpekara, melainkan berhadapan
dengan kuasanya atau wakilnya. Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak |
fangsung, apabila hakim merasa periu ia dapat memanggil pihak-pihak itu ke muka sidana
pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak ity sendin,
kendatipun pihak-pihak yang berpekara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak l2in
yaitu penerima kuasa, maka imbullah perwakilan atau pemberi kuasa.

Pembahasan tentang pemberian kuasa sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan

berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan menerbitkan perwakilan
yakni adanya seseorang yang mewakili para pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1752 KUH Perdata menjelaskan bahwa' pemberian kuasa atau perwakilan
adalah perfanjian atau persetujuan dengan mana sesecrang memberikan kekuasaan kepada
orang lain yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan
Pemberian kuasa atau perwakiian terjadi karena tidak semua orang mengerti hukum dan
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